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netral dan produktif, turut bertanggung-jawab dalam Peningkatan Kualitas 

Sumber Daya Manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya 

dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum. 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b 

perlu menetapkan Perjanjian Kerjasama antara BADAN PENGAWAS 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH dan UNIVERSITAS ISLAM 

NEGERI DATOKARAMA PALU tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan 

Umum. 

 

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Rebublik Indonesia Nomor 5898); 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018   Tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 870). 

 

 

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK menyepakati Perjanjian Kerjasama 

tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

Pasal 1  

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA 

(1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan dan meningkatkan 

pemahaman serta keterampilan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI TENGAH dan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

DATOKARAMA PALU tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum. 

(2) Kerjasama pengawasan partisipatif Pemilihan Umum ini bertujuan untuk:  
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a. Meningkatkan partisipasi Perguruan Tinggi dan peserta didiknya sebagai 

pengawas dalam Pengawasan Pemilihan Umum serta meningkatkan 

kapasitas dan sumber daya mahasiswa dalam Pengawasan Pemilihan 

Umum. 

b. Sebagai salah satu bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

Pasal 2  

RUANG LINGKUP KERJASAMA 

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pendidikan pengawasan 

partisipatif sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berupa 

: 

a. Sosialisasi bersama terkait kepemiluan. 

b. Membentuk pengawas pengawasan partisipatif pemilu/pemilihan yang 

berintegritas dengan tugas dan struktur yang jelas. 

c. Penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya 

manusia dalam bentuk magang dan penelitian terkait pemilu/pemilihan 

d. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap tahapan 

pemilu/pemilihan. 

(2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan 

dengan metode:  

a. mengeluarkan surat imbauan pengawasan partisipatif dalam 

penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. 

b. menyediakan tempat dan waktu untuk PIHAK PERTAMA mengisi jam 

perkuliahan tentang Demokrasi, Pemilihan Umum dan Pengawasan 

Pemilihan Umum; dan 

c. menyampaikan asas dan prinsip kepemiluan pada saat kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan. 

 
Pasal 3 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

(1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka 

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK 

untuk melaksanakan butir – butir kesepakatan ini. 

(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan 

dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh 

PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta 

disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK. 

(3) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-

mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan 

Nota Kesepahaman ini. 

(4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasian 
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seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tidak akan 

memberikannya kepada diluar PARA PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari 

PIHAK lainnya. 

(5) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung 

sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang 

atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat 

secara tertulis. 

 

Pasal 4 

PEMBIAYAAN 

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini 

akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan 

disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan 

oleh masing – masing pihak. 

 

Pasal 5 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan 

kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA 

PIHAK. 

(2) Apabila tidak dapat dicapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 6 

LAIN-LAIN 

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau force 

majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu 

pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK. 

(2) Yang termasuk force majeure adalah: 

a. bencana alam dan non alam; 

b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau 

c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan/huru hara. 

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan 

diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK. 

(4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, 

maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis 

kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (Tiga) bulan sebelum jangka 

waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir. 

(5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila : 

a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus 

mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman; 

b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan pasal 1 di atas; 

dan 
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